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Penelitian ini dilatarbelakangi oleh himbauan pemerintah kepada
masyarakat, agar menerapkan Identitas Kependudukan Digital yang memiliki
berbagai manfaat termasuk bagi masyarakat Tulungagung. Namun program ini
memerlukan perlindungan data pribadi yang kuat. Oleh karena itu, Implementasi
UU PDP di Kabupaten Tulungagung akan menjadi sangat penting untuk
memastikan bahwa data pribadi masyarakat tetap terlindungi dari berbagai bahaya
digital.

Fokus penelitian ini yaitu 1. Bagaimana Implementasi Program IKD di
Kabupaten Tulungagung Berdasarkan UU No. 27 Tahun 2022 Tentang
Perlindungan Data Pribadi? 2. Bagaimana kendala dan solusi dalam Pelaksanaan
Program IKD di Kabupaten Tulungagung Berdasarkan UU No. 27 Tahun 2022
Tentang Perlindungan Data Pribadi?. Pendekatan dalam penelitian ini yaitu hukum
empiris, sedangkan jenis penelitiannya menggunakan yuridis empiris.

Hasil penelitian ini menunjukkan: 1) Implementasi Program IKD di
Kabupaten Tulungagung telah dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor
27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi yang juga sesuai dengan teori
Van Meter dan Van Horn meliputi: a) Standar dan sasaran kebijakan program IKD;
b) Dukungan sumber daya pemerintah Tulungagung untuk menerapkan program
IKD sesuai dengan peraturan yang ditetapkan; ¢) Komunikasi Antar Organisasi dan
Penguatan Aktivitas; d) Karakteristik Pelaksana dan Disposisi; €) Kondisi ekonomi,
sosial, dan politik di Kabupaten Tulungagung belum maksimal dalam penerapan
program IKD. 2) Kendala Pelaksanaan Program IKD di Kabupaten Tulungagung
Berdasarkan UU. No. 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi yaitu; a)
ada masyarakat yang belum memahami apa fungsi dan urgensi Identitas
Kependudukan Digital (IKD), b) Tidak semua masyarakat memiliki handphone
yang kompatibel dengan aplikasi IKD dan Tidak semua wilayah terkoneksi jaringan
internet serta, ¢) Kurangnya sosialisasi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil tentang tata cara, manfaat aplikasi IKD, dan kepercayaan masyarakat.
Sedangkan solusinya yaitu a) Melakukan sosialisasi yang terus menerus kepada
masyarakat baik secara langsung maupun melalui media sosial, b) Selalu upgrade
sistem aplikasi agar tidak terjadi kendala teknis, ¢) Diperlukan kajian lebih lanjut
mengenai mekanisme perlindungan yang tepat.
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This research is motivated by the government's appeal to the community to
implement Digital Population Identity which has various benefits, including for the
people of Tulungagung. However, this program requires strong personal data
protection. Therefore, the implementation of the PDP Law in Tulungagung
Regency will be very important to ensure that people's personal data remains
protected from various digital dangers.

The focus of this research is 1. How is the Digital Population Identity
Program implemented in Tulungagung Regency based on Law Number 27 of 2022
concerning Personal Data Protection? 2. What are the obstacles and solutions in
implementing the Digital Population Identity Program in Tulungagung Regency
based on Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection?. The
approach in this research is empirical law, while the type of research uses empirical
juridical.

The results of this research show: 1) The implementation of the Digital
Population Identity Program in Tulungagung Regency has been carried out in
accordance with Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection
including: a) Standards and policy targets for the Digital Population Identity (IKD)
program; b) Tulungagung government resource support to implement the IKD
program in accordance with established regulations; c) Inter-Organizational
Communication and Strengthening Activities; d) Executor Characteristics and
Disposition; ) Economic, social and political conditions in Tulungagung Regency
have not been optimal in implementing the Digital Population Identity (IKD)
program. 2) Obstacles in Implementing the Digital Population Identity Program in
Tulungagung Regency Based on Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data
Protection, namely; a) there are people who do not understand the function and
urgency of Digital Population Identity (IKD), b) Not all people have cellphones that
are compatible with the IKD application and not all areas are connected to the
internet network and, c) Lack of socialization from the Population and Civil
Registration Service regarding procedures, benefits of the IKD application, and
public trust. Meanwhile, the solution is a) Carry out continuous outreach to the
public both directly and via social media, b) Always upgrade the application system
to avoid technical problems, ¢) Further study is needed regarding appropriate
protection mechanisms.
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